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. LATAR BELAKANG

Hzk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan,

informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dengan adanya Undang - undang ini, diharapkan partisipasi publik terhadap
penyelenggaraan negara akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong
terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, efektif, efisien,
akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang - Undang Nomor 14 Tahun
2008 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi
mengenai kebijakan publik. Masyarakat secara individu dan institusi dapat meminta
dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan - badan publik. Undang -
Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk
memperoleh informasi publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban
dalam menyediakan dan melayani pemohon informasi publik secara cepat, tepat
waktu, dan cara sederhana.

Terkait dengan itu, PPID Nagari Kubu Tapan menetapkan Standar Operasional
Prosedur layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
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